
SALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan

Mengingat

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional \ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang
tentangKeuangan
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421)

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun
2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pclaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentangBantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

28.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
94)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun
2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1951)sebagaimana telah diubah denganPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

36. Peraturan Menteri KeuanganNomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020
tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar
Dana Bagi Basil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 379);



Menetapkan

38. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi
Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020
Nomor 144);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07)

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2017 Nomor 11);

42.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 7);

43.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020
Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Belanja Daerah Tahun
semula berjumlah
berkurang sejumlah
sehingga menjadi

Rp. 1.240.881.992.751,14 dengan rincian sebagai berikut:
A. pendapatan

1. semula Rp. 1.320.510.536.977,00

Anggaran Pendapatan dan
Anggaran 2020
Rp.1.343.510.536.977,00
Rp.(102.628.544.225,86)

2. (berkurang) Rp. (122.558.324,845,48)(-)
jumlah pendapatan
setelah perubahan Rp.l.197.952.212.131,52



B. belanja
1. semula
2. (berkurang)

jumlah belanja
setelah perubahan
surplus/(defisit)
setelah perubahan

Rp. 1.343.510.536.977,00
Rp. (102.628.544.225,86)(-)

Rp.1.240.881.992.751,14

Rp. (42.929.780.619,62)

C. pembiayaan
1. penerimaan

a) semula Rp. 25.000.000.000,00
b) bertambah Rp. 19.929.780.619,62(4-)

jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp. 44.929.780.619,62

2. pengeluaran
a) semula Rp. 2.000.000.000,00
b) bertambah/ Rp. 0,00 (4-)

berkurang
jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan Rp.42.929.780.619,62

sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran I, Lampiran La dan Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu.
pada tanggal oa/ Qktober 2020

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 03,^^ 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPRINGSEWU,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 579
Sesuai dengan astinya

Kepala Bngian Hukurn
Setamtariat Dacrali Kabupaten
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DAFTAR ISI

Judul i

Peraturan Bupati Pringsewu ii

Daftar Isi üi

Daftar Lampiran

A. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD OOI

B. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD;
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 035

2. Dinas Kesehatan 073
3. Dinas Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat 117
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 157
5. Satuan Polisi Pamong Praja 167
6. Dinas Sosial 180
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 201
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 211
9. Dinas Ketahanan Pangan 238
10. Dinas Lingkungan Hidup 256

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 270
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 282

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 296
14. Dinas Perhubungan 314
15. Dinas Komunikasi dan Informatika 330
16. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. 349

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu 372
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 386
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 408
20. Dinas Perikanan 420
21. Dinas Pertanian 433
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 470
23. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 472
24.Sekretariat Daerah 474

25.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 524
26.Sekretariat Dewan KORPRI 537



27. Kecamatan Gading Rejo 544
28. Kecamatan Pringsewu 552
29. Kecamatan Sukoharjo 560
30. Kecamatan Pardasuka 568
31. Kecamatan Banyumas 576
32. Kecamatan Adiluwih 584
33. Kecamatan Ambarawa 592
34. Kecamatan Pagelaran 599
35. Kecamatan Pagelaran Utara 606
36.Inspektorat 614
37. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 628
38. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(SKPD) 652
39.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(PPKD) 665

40. Badan Pendapatan Daerah 682
41.Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 698

C. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alarnat Dan Besaran Alokasi Hibah
Yang Diterima Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun
Anggaran 2020

D. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alarnat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial Yang Diterima Pemerintah Kabupaten
Pringsewu Tahun Anggaran 2020


